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ABSTRAK

Penulisansskripsi ini ‘dimaksudkan untuk mengetahui kinerja aparatur dalam
pelayaman publik-khususnya administrasi kependudukan di Kantor Desa*Sungai
Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. * Penelitian™, ini
menggunakan“metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan
interprestasi“terhadap data yang ditemukan dilapangan yang mana berupa kata-
kata dan gambar. Penelitian ini ‘menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum
kinerja @paratur dalam pelayanan publik' telah dilaksanakan dengansbaik oleh
pemerintah Desa Sungai Ringin. Pemerintah Desa Sungai Ringin secara indikator
ketanggapan dan empati telah tanggap dalam merespon setiagp permohonan
pelayanan masyarakat, pelayanan’publik dilakukan dengan ramah dan sopan.
Masyarakat Desa Sungai Ringin merasa cukup puas dengan hasil pelayanan yang
mereka terima dari kepala desa“dan| @paratur Desa Sungai Ringin. Namun
berdasarkan indikator berwujud, dan jaminan bahwa kedisiplinan aparatur
pemerihtah Desa Sungai Ringin masih kurang disiplin hal ini dapat dilihat dari
aparaturnya yang jarang masuk atau bolos waktu jam. kerja dan japaratur
pemerintalh Desa Sungai_Ringin.

Kata-kata Kunci : Administrasi kependudukan, kinerja aparatur, pelayanan publik.
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ABSTRACT

This thesis is intended to determine the performance of the employe in the public
service, especially the administration of residence in the Village Office Sungal
Ringin Village. This study used agualitative method with descriptive research is
the interpretation of the data found in the field in which the form of words and
images. This studyled to the conclusion that the overall performance of the
apparatusin the public service has been implemented by the government Sungai
Ringin Village. Government Sungai Ringin Village is an indicator of
responsiveness and empathyhas been responsive in response to anyrequest for
public services, public servicescarried~eut by friendly and courteous. Village
Community Sungai Ringin feel.quite satisfied with the results of the service they
received from the head of the village and village officials Sungai Ringin.

Keywords: Sosial-administr.atians, performance of the apparatusythe public
service
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Daam melaksanakan reformasi
seluruh aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia, salah satu hal
mendasar yang harus dilakukan pada
saat ini adaah keseluruhan misi
reformasi diarahkan pada upaya untuk
memberdayakan  masyarakat;”  baik
sebagai  pemilik kedaulatan negara
maupun sebagair” subyek dan oObyek
reformasi politik itu sendiri. Masyarakat
harus _“diyakinkan, - bahwa 'mereka
mempunyal kontribus yang sangat besar
dalam pembangunan bangsa. 'Dalam
pengertian_ bahwa pemerintah daam
mel aksanakan tugasnya sebagai pelayan
masyarakat semakin membuka diri
daam menanggapi aspirasi-aspiras,
tuntutan dan harapan yang berkembang
dalam’| masyarakat. Di samping itu
masyarakat juga harus diberi keleluasan
untuk ikut berpartisipasi aktif- dalam
kehidupan

kenegaraan, yang mana 'merupakan

pemerintahan dan

intisari dari demokerasi,yang menjunjung
tinggi  kedudukan rakyat sebagal
pemegang kedaulatan.

Desa sebaga sdah satu
bentuk kesatuan masyarakat bukan
hanya dipandang sebagai suatu unit
pemerintahan dalam sistem

pemerintahan Indonesia. Desa
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merupakan suatu kesatuan
masyarakat hukum yang telah ada
jauh sebelum terbentuknya Negara
Indonesia, terlepas dari bentuk dan
penyebutannya sehingga dalam
pelaksanaan semangat reformas dan
penegakan prinsip-prinsip demokrasi
dalam sistem pemerintahan di daerah
menyangkut pula dengan
pemerintahan desa:
Berlakunya
Nomor. 32 'Tahun 2004, sebagai

pengganti Undang-Undang Nonior 22

Undang-Undang

Tahun 1999 merupakan, kesempatan
bagi’ daerah kabupaten/kota untuk
mengatur sendiri pembentukan,
kedudukan, kewenangan "serta tugas
pokok dan fungsi Desa sesuai dengan
Kebutuhan masyarakat di daerah dan
kemampuan daerah sehingga |'dapat
berbeda..antara daerah kabupaten/kota
yang satu dengan yang lainnya. Daerah
lebih leluasa dalam menentukan dan
memberikan kewenangan'kepada Desa
dalam rangka memenuhi tuntutan,
keinginan=—dan kebutuhan masyarakat,
terlebih lagi penyel enggaraan
pemerintahan di Desa banyak berkaitan
langsung dengan pemberian pelayanan
publik. Kualitas peayanan di Desa
diharapkan akan menjadi lebih baik
dibandingkan pada saat pengaturan yang
sentralistik.

Sehingga  diharapkan
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mampu selalu dapat beradaptasi dengan
kemagjuan yang begitu cepat dan tidak
dapat diprediks dalam memberikan
pelayanan dan pemenuhan kebutuhan
masyarakat.

Ada beberapa adasan yang
menyebabkan kekurangmampuan aparat
dalam melaksanakan tugas dan kegiatan
atau program kerja pemerintah.daerah
yang berkaitan dengan® masyarakat,
antara lain adanya*hambatan. dari=segi
organisas dan adanya. hambatan dari
segi  kepemimpinan serta dari- segi
kinefja  pegawai yang  handal/
diketahui
bahwa dalam melaksanakan tugas, dan

profesionalisme.’  Seperti

kewgjibannya aparatur berada dalam
suatu oerganisas pemerintahan yang
sudah ditetapkan. Hal yang dilematis
terjadi  ketika kebutuhan masyarakat
terhadap jasa aparatur meningkat, tidak
dibarengi dengan peningkatan keahlian
dan keterampilan “aparatur dalam
membentuk’y. suatu mekanisme  kerja
Masih seringtdijumpai kerja daripada
aparatur dengan prosedur yang berbelit-
belit, kurang transparan, lamban=dan
disertai  adanya pungutan  biaya
tambahan di luar biaya resmi, serta
fadlitas kantor yang kurang memadai.
Semakin  kritis  masyarakat
terhadap hasil kerja  aparatur
pemerintahan desa menunjukan bahwa

karakter masyarakat dewasa ini semakin
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maju, Ha ini memberi arti kepada
pemerintah untuk terus bersiap dan
memperbaiki diri. Adanya keluhan, serta
masuknya beberapa kritikan melalui
kotak saran mengenai kerja aparatur
yang tidak memuaskan  karena
lambatnya kerja daripada aparatur
pemerintahan Desa Sungai Ringin dari
masyarakat, menunjukan bahwa adanya
kekurangan daripada aparatur di Desa
Sungai Ringin.

Hal lainnya, yang
menggambarkan -kekurangan “:daripada
aparatur di Desa Slngai Ringin dalam
kualitas  kinerja  aparatur  dalam
pelayanan publik dari= banyaknya
keluhan dan pernyataan darismasyarakat
tentang lambannya kinerja aparatur
dalan mengurus berbaga keperluan
administras  seperti pembuatan Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP)-dan Akta Kelahiran. IMereka
mengurus suatu keperluan berulang kali
dan hasilnya tidak sesuai dengan yang
diharapkan, sehingga masyarakat kurang
terpacu  untuk mengurus berbagai
keperluan™yang ada di Kantor Desa
Sungai  Ringin. Selain itu juga,
mengingat tugas dan masalah yang
dihadapi aparatur berkaitan dengan
kinerja tentu sgja akan menjadi masalah
dalam kualitas pelayanan publiknya.

Data yang didapatkan oleh
peneliti dalam pre survey berupa data

Program Studi llmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



Governance, Jurnal S-1 [lImu Pemerintahan, Vol 3, Nomor 4, edisi Desember 2014

jumlah  penduduk yang memohon
pelayanan administrasi kependudukan
dalam pembuatan Kartu Keluarga ,Kartu
Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran.
Pada data tersebut dicatat bahwa pada
tahun 2010 jumlah penduduk yang
memohon pelayanan administras KK,
KTP, dan akta kelahiran berjumlah 77
orang pemohon yang telah _ditayani
sebanyak 47 orang serta”sisanyabelym
mendapat kejelasan pelayanannyas.dan
ada yang bermasal ah.

Pada tahun 2011 jumlah
pemohon yang berjumlah 63 orang
dengan 43 orang telah dilayani
sementara™20 orang belum terlayani.
Pada tahun 2012 julah pemohon
pembuatan. akta kelahiran berjumlah 54
orang yang telah selesa dilayani
dengan tuntas 43 orang sementara 11
orang’; belum terlayani. Dari semua
pemohon yang mengaj ukan permehonan
pelayanan administrasi  jumlah yang
mereka  keluarkan — untuk = biaya
administras tidak samal Karena pibak
pemerintah Desa. Sungai Ringin tidak
mempunyai standar biaya administrasi
dadam pelayanan mereka.  Proses
adminstrasi yang dilalui oleh pemohon
di tingkat desa tidaklah rumit karena
hanya mengurus surat pengantar dari
Kepada Desa namun yang menjadi
kendala bagi para pemohon adaah
aparatur dan Kepala Desa jarang berada
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ditempat sehingga pemohon harus
menunggu sampai petugasnya ada.
Fenomena vyang dijelaskan
dalam latar belakang tersebut telah
memberikan gambaran bahwa kinerja
aparatur dalam hal pelayanan publik di
kantor Desa Sungai Ringin memiliki
kualitas pelayanan yang rendah dan
tidak*=sesuai standar pelayanan yang
berlaku. Berdasarkan latar belakang
masalah _ tersebut, s _penulis tertarik
mengadakan penelitian yang kemudian
dituangkan dalamr bentuk tulisan ilmiah.
Tulisan ini  berjudul “Kinerja
Aparatur Pemerintahan  Dalam
Pelayanan Publik Di Kantor Desa
Sungai Ringin Kecamatan® Sekadau
Hilir Kabupaten Sekadau”
Rumusan Permasalahan
Adapun yang menjadi  rumusan
permasalahan pokok didalam penelitian
ini adalah “Bagaimana Kinerja Aparatur
Pemerintah Dalam Pelayanan Publik
berdasarkan— kualitas pelayanan di
Kantor, Desa Sungai Ringin, Kecamatan
Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau?”

Tujuan Penelitian
Tujuan  peneliti  melakukan
penelitian ini adalah ingin mengetahui

dan menganalisis mengetahui kinerja
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Aparatur Pemerintahan Desa Dalam
Pelayanan Publik di Kantor Desa Sungai
Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir,
Kabupaten Sekadau.
Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya
penelitian  ini  dapat menambah
pengetahuan, pengalaman dan wawasan,
serta bahan dalam penerapan=ilmu
metode penelitian, khususnya yang
berhubungan dengan kinerja. aparatur
pemerintahandesa. Pendlitian ini juga
diharapkan dapat, menjadi sumbangan
pemikiran bagi inhstans pemerintahan
yang dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya 'sesuai dengan etos kerja‘yang
ada sehingga menjadikan diri sebagai
aparatursyang memiliki kinerja yang
berkualitas bagus dan maksimal.

. KERANGKA TEORI DAN

METODOLOGI
Kerangkasteori

Banyak literatur yang
membahas ‘imengenai  kinerja ., dan
menimbulkan berbagai macam
pengertian. Beberapaahli--mengartikan
kinerja sebagai sebuah output atau
keluaran atau hasil dari suatu kegiatan.
Sebagaimana yang ditulis
(dalam Pasolong
2007:176), mengatakan kinerja adalah

hasil kerja yang dapat dicapai oleh

Prawirosentono

pegawai atau sekelompok pegawai
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dalam organisas ,sesuai dengan
wewenang dan tanggungjawab masing-
masing,dalam upaya mencapa tujuan
organisasi bersangkutan secara
legal tidak melanggar hukum dan sesuai
moral. Mangkunegara ( 2005 )
mengatakan bahwa kinerja adalah
merupakan hasil kerja secara kualitas
dan “=kuantitas yang dicapai oleh
mel aksanakan

fungsinya sesuai dengan tanggungjawab

seseorang dalam

yang diberikan kepadanya.

Dari beberapa pengertian kinerja
yang disampaikan” soleh para™ ahli
tersebut,dapat  dissmpulkan  bahwa
pengertian dari kinerja adalah hasil kefja
yang dicapa oleh individu sesuai
dengan peran atau tugasnya dalam
periode tertentuyang  dihubungkan
dengan ukuran nilai atau standar tertentu
dari organisasi tempat individu tersebut
bekerja:

Pelayanan-  publik
Sinambela =(2005:5) adalah ‘“sebagai
setigp Kegiatan yang dilakukan oleh

menurut

Pemerintah terhadap sgiumlah manusia
yang==memiliki setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau  kesatuan dan  menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak
terikat pada produk secara fisik”.
Menurut zeitthaml dkk (dalam
Hardiansyah 2011: 46-47), kualiatas

pelayanan publik dapat diukur dalam 5
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dimensi, yaitu tangibel (berwujud),
reliability (kehandalan), responsiviness
(ketanggapan), assurance (jaminan), dan
empathy  (empati). Masing-masing
dimenss memiliki indikator sebagai

berikut :

1. Berwujud (Tangibel)
Pada  indikator

menjelaskan tentang bagaimana kinerja

berwujud

aparatur dilihat dari penampilan aparatur
dalam melayani, » kenyamanan tempat
mel akukan
dalam  proses

pelayanan, kemudahan
pelayanan, -, serta
kedisiplinan-aparatur.

2. Kehandal an (Reliability)

Pada indikator kehandalan
menjelaskan tentang bagaimana kinefja
aparatur dilihat dari kecermatan aparat
dalamy melayani, serta kemampuan
aparat menggunakan alat bantu-dalam
pelayanan publik.

3. Ketanggapan (Responsiveness)

Kinerfa aparatur ~dilihat” “dari
bagaimana aparatur merespon setiap
masyarakat yang ingin mendapatkan
pelayanan.

4. Jaminan (Assurance)

Aparatur pemerintahan dituntut
untuk memberikan jaminan tepat waktu
daam pelayanan, serta memberikan
jaminan kepastian biaya dalam setiap
pelayanan.

Walburga Ryan Angelo, NIM. E42010066

http://jurmafis.untan.ac.id

5. Empati (Empathy)

Pada indikator ini aparat dilihat
dari bagaimana aparatur melayani
dengan sikap ramah, dan mendahulukan
kepentingan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis pendlitian yang dilakukan
adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yaitu menggambarkan situasi
tertentu yang., berlangsung di Desa
Sungai Ringin Keeamatan Sekadau
Hilir  tentang.  kinefja  aparatur
pemerintahan 'di- kantor desa. sungai
ringin sebagai lokasi penélitian.
Pengumpulan data saat penelitian
menggunakan teknik wawancara tidak
terstruktur, dan dokumentasi. Adapun
yang menjadi subjek penelitian adaah
Kepala Desa Sungal Ringin, Sekretaris
Desa, Kepala Urusan Pemerintahan,
Kepala Dusun Senuruk, Ketua RT 01
Senuruk; Tokoh Adat Dayak Desa
Sungai Ringin, dan Masyarakat Desa
Sungai Ringin.

. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

. Berwujud (Tangible)

Kudlitas kinerja  organisas
dalam pelayanan publik harus didukung
oleh indikator tangible (berwujud),
terdiri atas fadlitas fisk, peralatan,
personil, dan komunikasi. Fasilitas fisik

terdiri atas bangunan seperti kantor desa
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yang digunakan sebagal  tempat
pelayanan, kemudian kelengkapan di
dalam kantor seperti kurs, lemari, meja,
rak buku, papan tulis, tempat sampah,
papan pengumunan, dan sebagainya.
Berdasakan dari beberapa hasil
wawancara peneliti  bahwa bahwa
keadaan fasilitas fisik dan peralatan di
kantor Desa Sungai Ringin tidak
memenuhi  standar pelayanan  yang
berkualitas berdasarkan teori yang
dinyatakan oleh Zeithaml dkk (dalam
Hardiansyah 2011: 46-47) bahwa
faglitas fisk dan peradatan yang
digunakan dalam melayani akan menjadi
tolak ukur dalam menilai kualitas kinerja

aparatur dalam pelayanan publik.

. Kehandalan (Reliability)

Dalam indikator reliability
(kehandalan) sangat ditegaskan bahwa
keahlian dan kecermatan aparatur desa
dalam mel ayani adminstrasi
kependudukan. Kehandalan aparatur
desa ketika melayani  masyarakat
khusunya dalam pelayanan administras
kependudukan akan berakibat pada
suatu hasil yang maksimal dan kepuasan
yang dirasakan oleh pelanggan atau
masyarakat. Jika aparatur desa tidak
handal dalam mengerjakan tugasnya
maka hasilnya akan tidak maksimal.

Seringkali aparatur desa mengerjakan
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administras yang ada di desa dengan
asal-asalan. Kesdahan yang biasanya
terjadi ditingkat desa adalah kesalahan
penulisan identitas pemohon pelayanan,
kesalahan dalam

persetujuan pembuatan surat perizinan

memberikan

baik itu izin tempat usaha, izin bangunan
dan izin lainnya seta kesalahan dalam
memberikan surat keterangan.
Berdasarkan indikator reiability
(kehandalan) bahwa aparatur Desa
Sungai Ringin masih belum handal
dalam melakukan pelayanan dengan
menggunakan alat teknologi baru seperti
komputer. Dengan tidak handalanya
agparatur desa dalam menggunakan
komputer maka pekerjaan yang
seharusnya dikerjakan oleh aparatur
Desa Sungai Ringin dapat terbengkalai.

. Ketangapan (Responsiveness)

Responsiviness merupakan
indikator yang mengukur kualitas
kinerja aparatur dalam pelayanan publik
dari ketanggapan pemerintah Desa
Sungai Ringin dalam melayani urusan
administrasi kependudukan. Oleh sebab
itu skap tanggap dari aparatur
pemerintah Desa Sungai Ringin perlu
ditanamkan dalam diri masing-masing
aparatur karena dengan ketanggapan
aparatur akan mengetahui apa yang
diperlukan oleh masyarakat Desa Sungai

Ringin dan skap tanggap juga bisa
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menimbulkan kepekaan dari aparatur
Pemerintah Desa Sungai Ringin.
Berdasarkan wawancara peneliti
bahwa aparatur pemerintah Desa Sungai
Ringin tidak mempersulit warga yang
meminta pelayanan administrasi
kepemdudukan dari mereka selaku
pemerintah Desa Sungai Ringin.
Memang seharusnya aparatur
pemerintah Desa Sungai Ringin bersikap
professiona dalam bekerja sehingga
sistem pemerintahan desa yang telah
mereka rancang bisa dijalankan dengan
sebagai mana seharusnya
4. Jaminan (Assurance)
Dalam  indikator  jaminan
(assurance) Dberarti lebih berbicara
tentang suatu jaminan yang diberikan
oleh penyediaan jasa layanan kepada
pelanggannya. Jaminan yang pemerintah
Desa Sungai Ringin berikan dalam
pelayanan publik khusunya administras
kependudukan adalah kemudahan dan
kelancaran. Jika persyaratan telah
lengkap maka akan segeral
dilayani.Berdasarkan wawancara yang
dilakukan  oleh  pendliti bahwa
pemerintah Desa Sungai Ringin tidak
ada biaya yang ditekan kepada
masyarakat Desa Sungai Ringin, warga
diberi  kebebasan untuk  memberi
maupun tidak memberikan biaya kepada
Kepala Desa Sungai Ringin. Tidak
adanya biaya yang ditentukan kepada
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setigp  individu  yang  mengurus

adminstrasinya ~ merupakan suatu
kebaikan atau kelebihan pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah Desa Sungai
Ringin.

Berdasarkan wawancara yang
dilakukan  oleh  pendliti bahwa
pemerintah Desa Sungai Ringin tidak
ada biaya yang ditekan kepada
masyarakat Desa Sungai Ringin, warga
diberi  kebebasan untuk  memberi
maupun tidak memberikan biaya kepada
Kepaa Desa Sungai Ringin. Tidak
adanya biaya yang ditentukan kepada
setigp  individu  yang  mengurus
adminstrasinya ~ merupakan suatu
kebaikan atau kelebihan pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah Desa Sungai

Ringin.

5 Empati (Empathy)

Empathy merupakan indikator
untuk-mengukur pelayanan lebih kepada
skkap dari aparatur yang melayani,
dalam hal-ini-adalah aparatur’ pemerintah
Desa Sungal “Ringin. Kualitas kinerja
aparatur akan ditentukan dari bagaimana
sikap=aparatur dalam melayani urusan
adminstrasi  kependudukan masyarakat.
Sikap-sikap yang dinilai adalah sikap
ramah aparatur pemerintah Desa dalam
pelayanan melayani masyarakat.
Kesopanan aparatur Desa juga menjadi
faktor yang mepengaruhi  dalam
melayani, selanjutnya sikap yang tidak
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diskriminatif (membeda-bedakan) dan
yang terakhir aparatur Desa harus
mendahulukan kepentingan warga serta
menghargal setiap warga yang mengurus
administras kependudukan.
Berdasarkan wawancara peneliti
bahwa pelayanan yang dilakukan oleh
Aparatur Desa Sungai Ringin tidak
membeda-bedakan status sosiad dari
setigp individu. Aparatur pemerintah
Desa Sungai Ringin memeberikan
pelayanan kepada warga dengan
perlakuan yang sama. Sikap yang netral
dadam melayani masyarakat telah
menunjukkan sikap aparatur pemerintah
Desa memgang teguh serta
mengamalkan pancasila dalam tugas
mereka sebagai pelayan masyarakat.
Berdasarkan indikator empathy (empati)
kualitas pelayanan publik administras
kependudukan di Desa Sungal Ringin
memenuhi  kriteria indikator yaitu
melayani dengan ramah, sopan, dan
tidak diskriminatif (membeda-bedakan).

. SIMPULAN

Simpulan

Kinerja Aparatur Pemerintahan
Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa
Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir
Kabupaten Sekadau :

1. Berwujud (Tangible)
Secara fisk kondisi kantor tidak

memenuhi  standar  kenyamanan

Walburga Ryan Angelo, NIM. E42010066
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dalam pelayanan dimana kondis
peraatan dan lingkungan kantor
yang kurang terpelihara kondisinya.
Kemudian tingkat kedisiplinan
aparatur pemerintah Desa Sungai
Ringin masih sangat rendah karena

terpengaruh oleh faktor ekonomi.

Keehandalan (Reliability)
Berdasarkan dari kehandalan yang
dimiliki oleh "aparatur pemerintah
Desa Sungai Ringin,“masih kurang
daam menggunakan alat batu
berupa  komputer. Pelayanan
sebagian besar dengam cara manueal
menggunakan mesin.tik. Aparatur
d Desa Sunga Ringin belum
terlalu handal dalam menggunakan
teknologi berupa komputer.

K etanggapan (Responsiveness)
Pemerintah Desa Sungai Ringin
mendapatkan penilaian yang positif
dari masyarakat karena
ketanggapan mereka dalam
melayani= masyarakat. Aparatur
pemerintah Desa tidak menunda-
nunda pelayanan terhadap setiap
permohonan  pelayanan  yang
digukan kepada mereka sebagai
pelayan masyarakat.

Jaminan (Assurance)

Aparatur Pemerintah Desa Sungai
Ringin tidak hbisa memberikan

jaminan waktu dalam proses
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pelayanan publik seperti urusan
administras kependudukan.
Permohonan  pelayanan  akan
diterima dan dilayani sesuai dengan
aturan yang berlaku dan akan
dikerjakan saat itu juga jika
pekerjaan menumpuk maka akan
ditunda sampai
Pemerintah Desa Sungai .=Ringin

juga tidak menetapakan biaya

besoknya.

dalam pelayanan, masyarakat-hanya
memberikan pembayaran sukarela.

Empati (Empathy)

Pemerintah Desa Sungai Ringin
mempunyal’ sikap ramah dan sopan
dalam™melayani masyarakat "yang
datang kepada mreka untuk
memohon pelayanan administras
kependudukan.
Pemerintah Desa Sungai Ringin
jugatidak membeda-bedakan dalam
memberikan  pelayanan -kepada

Aparatur

masyarakat.

E. SARAN

hasil

Berdasarkan kesimpulanh ™ “dari

pendlitiany_ini maka peneliti

menyarankan beberapan Saran-=yang

berguna bagi pemerintah Desa Sungai

Ringin dalam melakukan pelayanan

publik yaitu :

1

Pemerintah Desa Sungai Ringin
harus memperhatikan dan
memelihara kondis  lingkungan

kantor dan perlatan kerja dengan

Walburga Ryan Angelo, NIM. E42010066
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menggunakan  anggaran  desa
ataupun bantuan dari kabupaten
sehingga memadai untuk kegiatan
pelayanan kepada masyarakat.
Sebaiknya Kepala Desa Sungai
Ringin sebagai pemimpin dalam
pemerintahan Desa Sungai Ringin
lebih berskap tegas kepada
bawahannya yang tidak disiplin
dalam “bekerja dan perlunya
membuat kebijakan terhadap honor
aparatur desa yang memadai untuk
kebutuhan ekonemi mereka,

Harus ada “pelatihan Kepada
aparatur Desa Sungai  Ringin
sehingga  bisa  amenggunakan
komputer dalam melayani urusan
adminstras  kependudukan yang
digjukan masyarakat dan selain itu
bisa menyel esaikan urusan

pemerintah desa lainnya.

Pemerintah Desa Sungal Ringin
harus ‘mempertahankan’ dan lebih
baiknya lagi meningkatkan
ketanggapan mereka dalam
masyarakat sehingga masyarakat
merasa puas dengan apa yang
mereka terima sesuai  dengan
harapan masyarakat.

Pemerintah Desa Sungai Ringin
harus bisa memberikan ketetapan
biaya ddam setigp pelayanan

publik.
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5. Sikap ramah, sopan dan tidak
membeda-bedakan  itu  sangat
penting dalam berinteraksi dan
melayani masyrakat sehingga rasa
nyaman dan tidak ada rasa iri.
Pemerintah Desa Sungai Ringin
harus tetap menerapkan sikap-sikap
tersebut

senang ketika akan memohon

sehingga  masyarakat

pel ayanan dengan mereka dan puas
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